
KEPUTUSAII ITEPALA KAIITTOR WITAYA}I IITIUEITTTRIAIII AGAMA
PROVIIITSI JAWA ?IMUR

ITOMOR 3,G2A TA}IUN 2018
?ETTAIIG

PEIT{BERIAIY IAIT OPERASIOISAL PTIIIDIRIAIT
MAI}RASATI AI,TYAH SUMBTRSARI I(OWAITG SEMAITDIITG KABUPATTIT TUBA}IT

PROVISSI JASIA ?IMUN

DESGAIT RAHMAT TU}IAN YASG MAHA ESA

KTPALA KAH?OR WILAYAH KIMEITTTRIAIY AGA"I!fiA PROIIINSI JAIIIA TIMUR,

Menimbang a. tratrwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat meialui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar
nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif,
teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan berdasarkan
Nota Dinas Pertimbangan Dari Kepala Bidang Pendidikaa
Madrasah Nomor : 384/Kw.13.2/5/PP.AOlA4/2018
tanggal 02 APRIL 2018 dan Rekomendasi dari Kepala
Kantor Kementerian Agama KABUPATEN TUBAN Nomnc
8-229 Kk. 1 3. 17 .2 / PP .OA / 3 / 2A18 tanggal 23 MARET
2018;

c. bahwa berdasarkan perLimbangan sebagaimala dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa
Timur tentang Izin Operasional Pendirian MADRASAH
ALIYAH SUMBERSARI KOWANG SEMANDING
KABUPATEN TUBAN Provinsi Jawa Timur.

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 lahun 2003 tentang Sistem
Penriidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, TamLrahan Iembaran Negara
Reputrlik Indonesia Nomor a301);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor a301);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Stanrlar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RepuLriik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4L, Tambahan Lerntraran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasionai Pendidikan
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lernbaran
Negara Republik Indonesia Nomor a863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan {Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia 'fahun 2008 Nomor ql, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nornor a86a\

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang (]uru
{lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Norlor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
.+q41), sebagaimana telah diilbah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahrin 2Ol7 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengeloiaan dan Penyelengga.raan Pendidikan {Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5150) setragaimana telah diubah dengan Peraturan
Femerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Feraturan Pemerintah Nomor L7 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendiclikan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahrin 2010 Nomor 17'2,
TamLrahan Lembaran Negara Republik Inclonesia Nomor
5157);

Peraturan Menteri Pendiclikan Nasional Nomor 24 Tahun
'2OO7 tentang Standar Sarana dan Prasaraua Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah lbtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Agarna Nornor 2 Tahun 2008 tentang
Stanriar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan
Agama lslam rlan Bahasa Arab cli Madrasah;

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan
Feraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Pendidikan Nasional Nornor 15 Tahun 2010 tentang Standar'
Pelayanan Minimal Pend idikan di Katrupatenl Kota;

11. Peraturan Menter:i Agama Nomor 2 Tahun 2A12 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah {tSerita Negara Republik Indonesia Tahun 2A12
Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2A72 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendiclikan Agama islam
pada Sekolah iBerita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 68fi;

12. Peratr.rran Menteri Agama Nomor 9O Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendiclikan Madrasah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun
?O16 fenfqncr Perrrtrqlrqn l{erlrrq Afoq Pprafrrron l\llontari
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MEMUTUSI(AN :

KtrPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KBMENTtrRIAN
AGAMA TBNTANG PEMBERIAN IZIN OPtrRASIONAL PENDIRIAN
MADRAS,{H ALIYAII SUMBTRSARi KOWANG SBMANDING
KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Mernberikan izin operasional pendirian madrasah sebagaimana
tercantum dalam l.ampiran dan mempakan Lragian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

Bagi MADRASAH Ai-,ryAH setelah jangka u,aktu 4 tahun, Kepata
Madrasah yang bersangkutan wajib :

a. Menyarnpaikan laporan perkembangan madrasah kepada
Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling
seclikit perkembangan jumlah peserta rlidik, pelaksanaan
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana
prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik
dan tenaga kependidikan; dan/atau

b. Men gajukan pendaftaran visitasi akredita si sekolah/ ma drasah
kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal perkernbangan madrasah sebagaimana dimaksud
dalam ifiktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b
mendapat peringkat minimal C, maka izll:l clperasinnal
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.

Dalam ha1 perkembangan madrasah sebagaimana d.imaksud"
dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar
pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan danl atau hasil
akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak
mendapat peringkat minimal C, maka lzrrr operasional
sebagaimana dimaksud dalam Dikt.um Kesatu djcabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoaq'o
da tanggal05 April 2}rc

R WII*AYAH
AGAMA

AWA TIMUR,

BAr{Rr+y'



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
WII-AYAH KEMENTBRIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TiMUR
NOMOR 3620 TAI{UN 2018
TENTANG
PBMBtrRIAN IZIN OPERASIONAL
PBI{DIRIAN MADRASAH AI,IYAH
SUMBERSARI KOWANG StrMANDING
KABUPA?trN TUI]AN PROVINSI JAWA
TIMUR

IDtrNTITAS MADRASAH YANG DiBtrRIKAN IZIN OPtrRASIONAL

KANTOR WILAYAH
AGAMA

AWA TIMUR,

1 Nama Madrasah MADRASAH ALTYAH SUMBERSARI
KOWANG SEMANDING KABUPATEN
TUBAN

,2 Nomor Statistik Madrasah L31235230040

a.) Alamat Madrasah JL. SUMUR GtrDHE NO"Og

DESAIKELURAHAN KOWANG

KBCAMATAN SBMANDING

KABUPATBN TURAN

PROVINSI JAWA TIMUR

4 Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN SUMBBRSARI

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 40, MUNTAF'I'AH, SH, M.KN

6 Pengesahan Akte Notaris

Organisa si Perrlrelenggara

AHU-0018738.AH"0 1.04. TAHUN 20 15 I
23 OKTOBER 2015
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